PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG DALAM

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

¢ a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, untuk
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Kepala Daerah menetapkan peraturan mengenai batas
jumlah SPP-UP. SPP-GU dan SPP-TU;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan

Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang Dan Surat Permintaan
Pembayaran Tambahan Uang Dalam Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



Menetapkan :

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

10.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun
2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Walikota adalah Walikota Tangerang.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
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. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Tangerang.

5. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving)
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.



6. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang
diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

7. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan
untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

8. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Pasal 2

(1) SPP-UP diberikan sebesar keperluan 1/12 (satu per dua
belas) dari pagu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
per-kegiatan atau rencana kebutuhan pembayaran paling
tinggi 1 (satu) bulan.

(2) SPP-GU diberikan sebesar uang yang telah
dipertanggungjawabkan oleh bendahara Pengeluaran
dengan  dilampiri pengesahan  pertanggungjawaban
pengeluaran sebelumnya oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dan dilampiri surat pernyataan Surat
Pertanggungjawaban.

Pasal 3

(1) SPP-TU dapat diberikan sebesar kebutuhan 1 (satu) bulan
terhitung tanggal diterbitkannya SP2D dan batas jumlah
pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian
kebutuhan.

(2) Pengajuan SPP-TU dan SPM-TU harus dilampiri dengan
rincian penggunaan, rincian sisa dana SPD, surat
pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak
dapat dilaksanakan melalui penerbitan SPM-LS, paling
lambat tanggal 20 setiap bulannya setelah pengajuan SPP-
GU dan SPM-GU.

(3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan
dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke
rekening Kas Umum Daerah, kecuali dana tambahan uang
yang dicairkan pada bulan Desember sisa dana harus
disetor paling lambat tanggal 31 Desember.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dapat dipenuhi, maka SKPD yang bersangkutan tidak
dapat lagi diberikan SPP-TU sepanjang sisa tahun anggaran
berkenaan.

(5) Pengecualian terhadap ayat (4) diputuskan oleh PPKD.

Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan
Walikota Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penetapan Batas
Jumlah SPP-GU dan SPP TU Dalam Pelaksanaan APBD,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 4 Januari 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 4



